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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Garnbaran Urnurn Lokasi Penelitian 

1. Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 

Dinas pertanian terletak dan berlokasi di Tanjung Selor Hilir Kecamatan 

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan 

wilayah administrasi sebagai berikut : 

• Sebelah Utara berbatasan dengan kota Tarakan, desa Liagu 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas hilir, desa 

Pimping. 

• Sebelah Barat berbatasan dengan desa Silva Rahayu, desa Ruhui Rahayu 

dan desa Kelubir. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur desa 

Tanjung Buka. 

Luas lokasi ± 05 Ha, dengan luas efektif yang digunakan untuk lahan parkir 

± 0,2 dan lainnya untuk lahan perkantoran. 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan merupakan instansi yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, yang bertujuan untuk dapat 

menunjang peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani di 

bidang pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan. Sebagaimana 

tertuang dalam rencana strategis Dinas pertanian Kabupaten Bulungan. 

Beberapa faktor pendukung untuk mencapa1 terwujudnya konsep 

pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain adalah dengan adanya 

77 
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kesiapan sumber daya manus1a, tertatanya kelembagaan, berkembangnya 

inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana 

yang memadai. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rincian Tugas, Fungsinya dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Bulungan, Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 

pers1apan, melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana tersebut Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

dibidang pertanian; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pertanian; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian; 

e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

f. Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian; 

g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

h pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua1 dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Susunan orgamsas1 Dinas pertanian Kabupaten Bulungan terdiri dari 

atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Bina Perkebunan, membawahi : 

l. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan 

2. Seksi Produksi Perkebunan 

3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 

d. Bidang Bina Peternakan, membawahi : 

1. Seksi budidaya dan Pengembangan 

2. Seksi Kesehatan, pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

e. Bidang Bina Tanaman Pangan, membawahi : 

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan 

2. Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha 

f Bidang Bina Hortikultura, membawahi · 

1. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Pembenihan 

2 Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha 

g. Kelompok jabatan Fungsional dan, 

h. Unit pelaksana teknis dinas. 

Sedangkan Bagan atau struktur organisasi pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan dapat di lihat pada lampiran 1, (terlapir). 
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Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan merupakan instansi yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, yang bertujuan untuk dapat 

menunjang peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani di 

bidang pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan. Sebagaimana 

tertuang dalam rencana strategis Dinas pertanian Kabupaten Bulungan. 

Beberapa faktor pendukung untuk mencapa1 terwujudnya konsep 

pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain adalah dengan adanya 

kesiapan sumber daya manusia, tertatanya kelembagaan, berkembangnya 

inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana 

yang memadai. 

Salah satu tanaman perkebunan yang sangat diminati oleh petani di 

Kabupaten Bulungan adalah tanaman !ada, untuk itu inas Pertanian Kabupaten 

Bulungan perlu untuk merumuskan kebijakan teknis penanganan OPT \ada 

dalam meningkatkan produk, produktivitas an penapatan petani 

Dalam menentukan suatu kebijakan tentu saja diperoleh faktor - faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut, serta 

upaya- upaya apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan 

2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan adalah Terwujudnya 

Pertanian yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera. Sedangkan misi 

Dinas Pertanian adalah : 

1. Meningkatkan sumber daya petani dan aparatur (meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap petani serta aparatur); 
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2. Menata Kelembagaan petani dan aparatur (mewujudkan kelembagaan 

petani dan aparatur sebagai basis kegiatan pembangunan pertanian); 

3. Mengembangkan inovasi teknologi ( meningkatkan produksi melalui 

inovasi teknologi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya 

alam); 

4 Mernciptakan kawasan andalan pertanian sebagai penggerak 

perekonomian masyarakat (meningkatkan produksi melalui penetapan 

kawasan- kawasan sentra produksi andalan); 

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunJang 

(meningkatkan infrastrukur penunJang usaha tani, memfasilitasi 

penguatan modal bagi petani dan memfasilitasi pemasaran hasil 

produksi petani untuk mendapatkan harga yang layak). 

3. Demografi Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 

a. Aparatur 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi 

tanggungjawabnya, Dinas Pertanian telah melaksanakan pelayanan baik 

kepada masyarakat maupun aparatur. Dinas Pertanian dalam melaksanakan 

tugasnya didukung dengan potensi sumber daya manusia (SDM)/pegawai 

sebanyak 44 orang PNS PNS terbagi dalam golongan dan pendidikan 

sebagai berikut • 
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Tabel. 4 1. 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No Golongan Jumlah Pegawai 
1. Golongan II 4 orang 

2. Go Iongan III 25 orang 

""> Go Iongan IV 15 orang -'· 

Jumlah 44 Orang 
Sumber . Renstrra Din as Pertanian Kabupaten Bulungan tahun 2010-201) 

Tabel.4.2 
J I h P urn a . B d k P d.d.k egawa1 er asar an en 1 1 an 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 
1. S3 1 orang 
2. S2 3 orang 
""> Sl 18 orang -'· 
4. D3 4 orang 
5. SMA Sederajat 17 orang 

f-----

Jumlah 44 orang 
-.\wnher : Renstra Dmas Pertaman Kabupaten Bulungan tahun 20 I 0-201 J 

Selain sumber daya manusia pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan sebagaimana tertuang dalam tupoksi. sumber daya manusia Dinas 

Pertanian juga ada pada tenaga pelaksana OPT sebanyak 2 orang ditambah 

dengan tenaga fungsional (PPL) di lokasi per-kecamatan 1 orang yang 

tergabung dalam BP2KP Kabupaten Bulungan 

b. Keluasan lahan Pertanian 

1) Luas lahan Sa wah dan bukan sawah 

Secara umum luas lahan yang digunakan pertanian di Kabupaten 

Bulungan menurut Kabupaten Bulungan Dalam Angka Tahun 2014, 

"Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dalam penggunaan luas lahan 
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sawah dan bukan sawah di Kabupaten Bulungan'', dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Tabe\4.3. 
Data Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kabupaten 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

(1) (2) 

Luas Lahan Sawah 17.631 

- Lahan Sawah 6.130 
- Lain- Lain 11.50 I 

Lahan Bukan Sawah 1.530.109 

- Lahan Kering 1.494.525 
- Lahan Lainnya 35.584 

Jumlah 1.547.740 
S'umber: 1\.abupaten Bulungan Dalam .. lngka tahun :!0 J.l 

Berdasarkan (tabel 4 3) diatas diperoleh luas lahan sawah dan bukan 

sawah dalam wilayah Kabupaten Bulungan adalah 1547.740 ha. Hal ini 

berarti luas lahan yang dimanfaatkan adalah sebesar 1,16 %, dari luas 

wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km 2 

2) Luas Lahan Bukan Sawah 

Sedang rincian dari luas lahan bukan sawah dalam penggunaan di 

Kabupaten Bulungan dapat dilihat dalam tabel 44, sebagai berikut : 
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Tabel4.4 
Data Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Penggunaan di 

a upaten u ungan K b B I 

Penggunaan Lahan Bukan Sawah Luas (Ha) 

(1) (2) 

Lahan Kering 1.494.525 

- Pekarangan 3.606 
- Tegal/Kebun 12.614 
- Ladang!Huma 22.638 
- Penggembalaanlpadang Rumput 4.551 
- Sementara Tidak Diusahkan 73.089 
- Ditanami pohon!Hutan Rakyat 65.192 
- Hutan Negara 964.000 
- Perkebunan 91.394 
- Lain- Lain 257.441 

Lahan Lainnya 35.584 
- Rawa- Rawa (yang tidak ditanami) 22.187 
- Tambak 13.303 
- Kolam/tebat/Empang 94 

Jumlah 1.530.109 
,C,'umher: Kahupaten/3ulungan !Jalmn ,·lngka tahun 201./ 

Dari luas lahan bukan sawah (lahan kering) sesuai (tabel 4.4) diatas, 

lahan yang tidak dapat dimanfaatkan karena rawa, tambak, 

kolam/tebat/empang seluas 35.584 ha. Jadi luas lahan kering yang dapat 

dimanfaatkan sebesar 97,67% 

c. Data Kelompok Tani 

Data kelompok tani perkebunan rakyat, yang menanam tanaman jenis 

tanaman !ada di Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. 
Data Kelompok Tani menanam komoiti perkebunan 

tanaman jenis Lada di Kecamatan Tanjung Selor 
K b nB I a upate u ungan 

Jumlah Luas 
NO Nama Kelompok Tani Lokasi Anggota ( Ha) 

1 Kelompok Tani Desa Jelarai 13 orang 13 

"5'empati" Tanjung Selor 

2. Kelompok Tani Desa Gn Seriang 21 orang 21 

" ,)'inar rani" Tanjung Selor 

.... Ke1ompok Tani Desa Gn Seriang 14 orang 20 .)_ 

"Maju Bersama" Tanjung Selor 

4. Kelompok Tani Desa Apung 21 orang 21 

"rani Nfakmur" Tanjung Selor 

JUMLAH 69 orang 75 

-,~umber: Data D111as Pertaman J.:.ahupaten Bulungan Tahun ]OJ J 

Hasil inventarisir dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, tahun 2015 

yang dituangkan dalam (tabel 4 5) diatas bahwa luas lahan kering yang 

dimanfaatkan oleh petani !ada adalah 75 ha. Dari luas lahan kering 

yang ada di Kabupaten Bulungan ( 1.494.525 ha) Hal ini juga 

dipengaruhi oleh adanya ijin perkebunan yang telah diterbitkan oleh 

Pemda Kabupaten Bulungan kepada para pengusaha. 

d. Produktivitas Lada di Kecamatan Tanjung Selor 

Produksi komoditi tanaman unggulan perkebunan di Kabupaten 

Bulungan, adalah sebagai berikut tanaman kelapa dalam, kopi, kapuk, 

kakao, lada, kelapa sawit, karet dan lain - lain. Untuk tanaman !ada, hampir 

disetiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan, terkecuali pada 

Kecamatan Peso, Tg. Palas Tengah, dan Bunyu, dari informasi 
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perkembangan hasil produksi komoditas tanaman perkebunan rakyat 

berdasarkan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tertuang 

pada tabel 4.6. sebagai berikut : 

Tabel. 4.6. 
Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat 

Menurut Kecamatan Tahun 2013 (Ton) 

No Kecamatan Ke1apa Kopi Kakao Lad a Ke1apa Karct Lain-
Da1am Sm\it Lain 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l. Peso 30,00 11,00 33.00 - 3.00 - 3,00 
2. Peso Hilir 13,50 31,50 200,00 3,12 - - -

3 Tanjung Pa1as 190,00 19,00 105,00 4,00 7,00 75.00 -
4. Tg. Pa1as Barat 79,00 34,00 100.00 4,00 - - -
5. T g Pa1as Utara 99,50 46,00 35.00 6.50 15.00 4,00 16,00 

6 Tg. Pa1as Timur 80,00 60,00 147.00 33.00 416.00 55.00 6,00 
7 Tanjung Sc1or 91,00 13,00 62.00 45.00 183,00 46.00 -
8. Tg. Pa1as Tcngah 116,50 7,00 14,00 - - 30,00 -

9. Sekatak 80,00 24,00 8.00 3.50 909.00 - -
10. Bunvu 67,00 - - - - - -

Jumlah 2013 846,50 245,50 704,00 99,12 1 533,00 210.00 25,00 
2012 839,50 296,00 874,25 93.87 1.53 LOO 178.00 29,00 
2011 1.006,00 344,75 983,25 109.00 1442.00 157.00 32,00 
2010 1.067,50 342.25 985,25 121.00 1451.00 146.00 -

.'-)umber: Kabupaten !3ulungan Dalam Angka tahun 201-J 

Hasil inventarisasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, tahun 2015 

yang dituangkan ( di dalam tabel 4, 6) diatas, bahwa produksi komoditi 

tan a man perkebunan rakyat menurut Kecamatan tahun 2013 adalah 99,12 

ton Sedangkan pada tahun 2010 produksi mencapai 121 ton Hal m1, 

terjadi penurunan 18,08%. 
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B. Hasil 

1. Kebijakan Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Lada 

Pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, 

iharapkan dapat memelihara tingkat kapasitas produksi sumber daya alam 

dengan memperhatikan ambang batas dengan memperhatikan ambang batas 

dengan cara mengurang1 dampak kegiatan pertanian yang dapat 

menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup 

disamping perlu memperhatikan dalam pengambilan suatu kebijakan dalam 

penanganan OPT !ada. Landasan kebijakan dalam mengambil suatu 

kebijakan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dibuat, 

menggunakan sebagai berikut • 

1 Undang - Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, 

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 

4. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT/9/1997 tentang Pedoman 

Pengendalian OPT secara operasional, 

Landasan tersebut, berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dalam kebijakan penanganan 

organisme pengganggu tanaman !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan dengan Kepala Dinas Pertanian bahwa ; 
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"Pada tahun 2015 ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pertanian Kabupaten Bulungan masih serupa dengan kegiatan tahun 
sebelumnya. Sedangkan mengenai kebijakan penanganan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) !ada di Kecamatan Tanjung Selor adalah 
pada prinsipnya penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung selor 
dengan memberikan pupuk dan obat - obatan tanaman (sarana dan 
prasarana) serta memantau perkembangan melalui tenaga PPL". (Hasil 
wawancara Dinas Pertanian, 2015) 

Hal tersebut, senada dengan sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan, yang menyatakan bahwa ; 

"Kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor aalah 
dengan bimtek dan kunjungan teknis oleh tenaga lapangan dari Badan 
Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BP2KP) di Kabupaten 
Bulungan''. (Hasil wawancara Dinas Pertanian, 2015). 

Kegiatan pemantauan perkembangan akan adanya serangan hama dan 

penyakit tanaman pada tanaman !ada milik petani dilakukan oleh Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) Bad an Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan (BP2KP) Kabupaten Bulungan dan dilaporkan kepada Dinas 

Pertanian. Koordinasi dilakukan antar instansi teknis terkait, saling 

bekerjasama dalam memediasi petani atau masyarakat yang mengalami 

permasalahan di lapangan baik itu tanaman pertanian maupun perkebunan 

khususnya terhadap tanaman !ada. Dengan adanya koordinasi pelaksanaan 

kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas 

Pertanian dan tenaga PPL Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan (BP2KP) Kabupaten Bulungan, merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penerapan implementasi kebij akan terkait dengan 

komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sedangkan menurut 

kepala bidang bina perkebunan Dinas Pertanian, bahwa ; 
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"kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada 
Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, hanya dilakukan apabila ada 
laporan warga/petani". (Hasil wawancara Dinas Pertanian, tahun 
2015). 

Berdasarkan kutipan diatas, penanganan OPT tidak khusus dalam 

penanganannya, sifatnya hanya ada laporan warga/petani yang mengalami 

gangguan hama dan penyakit pada tanaman !ada khususnya. Faktor 

lingkungan, merupakan salah satu penentu pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhnya tanaman khususnya tanaman !ada. Ketinggian permukaan bumi 

dengan topografi yang bervariasi merupakan keadaan permukaan wilayah di 

suatu tempat, sangat berpengaruh dalam pembangunan pertanian dan 

perkebunan. Keadaan wilayah dengan daerah pegunungan, perbukitan, 

kelerengan sampai landai sangat mempengaruhi tingkat kesuburannya, serta 

timbulnya penyebaran dan berkembangnya hama dan penyakit tanaman. 

Disamping itu teknik pengolahan lahan atau perbuatan manusia sangat 

berperan dalam menentukan penyebab kerusakan lingkungan. Salah satunya 

melalui kebijakan pemerintah yang mendorong para petani menggunakan 

pestisida sintetis yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. 

Hal ini, terjadi diakibatkan karena modal yang ditanam dalam usaha tani 

cukup besar sehingga petani tidak mau menanggung resiko kegagalan usaha 

taninya Penggunaan pestida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan 

masalah krisis degredasi tanah, pencemaran lingkungan dan gangguan 

keseimbangan ekologis. Oleh karena itu penanganan OPT harus 

memperrhatikan pada altematif pengendalian yang lebih ramah lingkungan, 

dengan cara menurunkan penggunaan pestisida sintetis. Alternatif kebijakan 
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penanganan OPT !ada harus berkoordinasi kepada ahli tanaman !ada 

khususnya dalam penanganan hama dan penyakit tanaman. 

Berbagai macam teknik berkomunikasi salah satunya melalui kegiatan 

dengan cara sosialisasi kepada petani di lapangan merupakan metode dalam 

kegiatan pelaksanaan OPT, menurut Kepala dinas pertanian bahwa; 

"Kegiatan dapat dilakukakan dengan sosialisasi, dalam penanganan 
OPT !ada dengan lahan dan tanaman bersih dari gangguan baik hama 
dan penyakit tanaman. Penanganan OPT !ada yang ada pada petani 
saat ini hanyalah dengan pemupupukan dan obat - obatan dengan 
penggunaan pestisida yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian". 
(Hasil kutipan wawancara Dinas Pertania, 2015) 

Ditambahkan oleh kepala bidang bina perkebunan dinas pertanian, 

menyatakan bahwa : 

"Metode penanganan OPT, tergantung jenis serangan hama dan 
penyakit tanaman, metoe hanya dengan sosialisasi kepada petani, 
melakukan identifikasi dengan mengambil sampel hama dan penyakit 
pada tanaman !ada dibawa ke laboraturium serta keterangan lainya 
dari penyuluh lapangan". (Hasil wawancara dinas Pertanian, 20 15). 

Kepala Dinas Pertanian mengharapkan kepada bidang bina 

perkebunan, agar dapat bekerjasama sesuai tupoksi pada struktur organisasi 

Dinas Pertanian. Pentingnya mengedepankan komunikasi antar staf teknis 

agar dapat mengambil kesimpulan untuk dapat membuat suatu rumusan 

program dan kegiatan yang dapat mendukung produk, produkiivitas dan 

peningkatan pendapatan petani dengan tetap memperhatikan kualitas sumber 

daya alam. Peran pimpinan dalam mengarahkan pegawainya atau staf dalam 

untuk meningkatkan kinerjanya dipandang perlu sesuai tupoksi dan jenjang 

jabatan agar dapat diperoleh kebijakan teknis yang baik. 
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Hal ini, menurut kepala bidang bina perkebunan dinas pertanian 

Kabupatem Bulungan yang menyatakan bahwa ; 

"bekerja sesuai tupoksi, keahlianya dan peranananya sangat penting 
dalam menjalankan kegiatannya". (Hasil kutipan wawancara Dinas 
Pertanian, 2015). 

Dalam pengembangan komoditi ekspor !ada dapat dilaksanakan 

dengan rehabilitasi dan intensifikasi yang didukung penyediaan benih 

unggulan bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan 

dari kebun sumber benih !ada yang telah ditetapkan sesuai standar dan 

ketentuan yang berlaku. Sehingga diperoleh sumber benih !ada yang standar. 

Selanjutnya pemerintah daerah dapat membuat kebun benih sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertanian No 1 0/Permentan/OT 140/1/2013 .tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Lada. Pedomana teknis 

pembangunan kebun induk !ada dimaksudkan sebagai acuan alam 

pembinaan dan pengembangan pembangunan kebun induk dan kebun entres 

!ada dengan tujuan terwujudnya kebun - kebun induk !ada yang memenuhi 

standar yang benar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu setiap 

saat dan berkesinambungan. Dimana kebun benih ini selain menghasilkan 

sumbet benih yang berkualitas juga dapat menjadi contoh, bagaimana 

seharusnya melakukan penanganan OPT !ada bagi petani !ada di Kabupaten 

Bulungan. Selama ini pelaksanaan penanganan OPT !ada di Kecamatan 

Tanjung Selor yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah dengan 

melakukan identifikasi gejala serangan hama dan penyakit agar dapat 

mencari/menentukan penanganan yang tepat. Tindakan pelaksanaan 

kebijakan penanganan OPT lada pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 
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adalah melakukan pemupukan dan penyemprotan dengan pengadaan pupuk, 

dan obat-obatan berupa pestisida. 

Kebijakan penanganan OPT !ada dengan cara demikian tentunya akan 

membutuhkan biaya yang besar dengan membeli obat-obatan (pestisida). 

Mengingat struktur organisasi yang ada pada dinas pertanian Kabupaten 

Bulungan memiliki empat (4) bidang dimana masing-masing bidang 

memiliki program dan kegiatan yang menjadi prioritas, akibatnya anggaran 

dinas pertanian Kabupaten Bulungan menjadi terbagi-bagi. Hal ini 

menyebabkan hanya sebagian usulan program dan kegiatan yang dipenuhi 

dan diperioritaskan dalam pembiayaan untuk anggaran OPT !ada di 

petani/masyarakat. 

Sementara hasil wawancara dengan sekretaris menyatakan bahwa; 

"Dalam pembinaan petani hanya dilakukan kepada petani yang 
memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan dinas pertanian 
Kabupaten Bulungan, yaitu petani tersebut harus memiliki lahan baik 
berupa lahan garapan atau lahan milik". (Hasil kutipan wawancara 
Dinas Pertanian, 2015 ). 

Dalam melaksanakan program kegiatan agar dapat terarah, efisien dan 

efektif tentunya memerlukan suatu wadah yang disebut dengan organisasi 

untuk dapat mengatasi semua masalah yang ada. Dalam sebuah organisasi 

memerlukan perencanaan, koordinasi, penggerakkan dan pengawasan. 

Dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai diperlukan 

pelatihan atau training dalam konteks yang relevan. Kebijakan yang 

diambil Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Untuk melakukan 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai dilaksanakan pelatihan 
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dan training yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga, jika untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang sudah lazim di kantor cukup dengan sistem 

mentor. Dengan kemampuan mentor dapat mentransfer pengetahuan 

kepada pegawai Proses seperti ini sangat efektif membangun kemampuan 

staf dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada dasamya praktek langsung 

lebih relevan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai. 

Sesuai ungkapan Kepala dinas pertanian Kabupaten Bulungan, bahwa; 

"Selain meJalui pelatihan terdapat cara lain untuk meningkatkan 
kemampuan pegawai yang ada. Cara lain tersebut berupa pemberian 
kepercayaan sepenuhnya kepada pegawai untuk menyelesaikan 
pekerjaannya meJaJui petunjuk Jangsung, pengarahan secara mendetil 
dan koreksi yang ketat dari atasannya". (Hasil wawancara Dinas 
Pertanian, 201 5) 

Akan tetapi metode ini tidak dapat diJakukan secara berkesinambungan, 

disebabkan banyaknya tugas-tugas seJaku p1mpman yang harus 

diselesaikan 

KekeJiruan daJam penempatan pegawa1 menurut KepaJa dinas 

pertanian Kabupaten BuJungan, bahwa ; 

"Disebabkan mekanisme struktural. Dengan dasar pertimbangan 
pangkat/golongan, dan pendidikan yang dimiliki pegawai senior 
maka mereka dapat dipromosikan untuk menjabat suatu bidang 
pekerjaan yang tidak dipahaminya Lebih ekstrim lagi, yaitu apabiJa 
promosi tersebut didasari koJusi dan nepotisme Kasus seperti ini 
sangat memprihatinkan, karena mereka yang dipromosikan seringkali 
tidak sesuai dengan Jatar beJakang pendidikan, pangkat/goJongan dan 
senioritas T erjadinya kekeliruan dalam penempatan pegawai telah 
diciptakan dari lembaga yang mempunyai wewenang. Sebagai kantor 
yang harus menerima supJai pegawai tidak mungkin menoJak, 
meskipun mengetahui Jatar beJakang pegawai tersebut. DaJam hal ini, 
selaku penerima suplai pegawai dinas pertanian Kabupaten Bulungan 
berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan pegawai 
terse but agar dapat bekerj a sam a dengan baik". (Hasil wawancara 
Dinas Pertanian, 2015). 
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Penjelasan yang diutarakan Kepala dinas pertanian Kabupaten 

Bulungan, dapat diketahui bahwa pengisian jabatan tidak selalu mengacu 

pada syarat kualifikasi pendidikan. Dalam ketentuan seharusnya ada 

jenjang pendidikan tertentu yang ditempuh setiap pegawai untuk 

menduduki suatu jabatan. 

Adanya mutasi bagi pegawa1 semor yang mempunyai kemampuan 

proporsional dalam pekerjaan tanpa menciptakan kaderisasi yang baik, 

merupakan penghancuran sistem secara perlahan. Masuknya beberapa 

pegawai senior dengan pangkat/golongan yang pantas dan pendidikan 

memadai untuk mengemban suatu jabatan belum menjadi jaminan dapat 

menjalankan tugas dengan baik dan lancar, karena secara khusus setiap 

pekerjaan di kantor terdapat perbedaan 

Suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap dinas selalu mencetak 

tenaga pegawainya yang profesional. Akan tetapi apabila setiap pegawai 

yang mempunyai kemampuan bekerja selalu dimutasikan, baik disebabkan 

prestasi maupun unsur lainnya akan menimbulkan problem tersendiri bagi 

kantor yang ditinggalkan. Kebijkan seperti tersebut diatas sangat identik 

dengan pemanfaatan suatu dinas untuk melatih tenaga pegawai untuk 

kepentingan dinas lain dengan tujuan tertentu. 

Menurut Sekretaris dinas pertanian, bahwa ; 

"Sistem monitoring dan evaluasi dari atasan langsung cukup relevan, 
namun tidak terlalu efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu 
dari atasan dan adanya kesan bahwa atasan bersifat otoriter terhadap 
stafnya. Kesan tersebut menimbulkan kesenjangan antara atasan dan 
bawahan. Sebagai dampaknya staf hanya akan bekerja dengan baik 
apabila di depan atasan, tetapi di belakang atasan mereka akan 
bekerja semaunya sendiri. Sikap seperti ini sangat tidak mendukung 
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kelancaran aktivitas di kantor". (Hasil wawancara Dinas Pertanian, 
2015). 

Sebagaimana keterangan kepala bidang bina perkebunan bahwa ; 

"Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan 
OPT !ada sampai saat ini selain dengan penyemprotan pestisida juga 
dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok tani !ada. Kegiatan 
sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani !ada 
sangat berpengaruh signifikan terhadap perbaikan pendapatan petani 
!ada karena berkurangnya hama penyakit !ada. Sedangkan 
mekanisme dalam penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung 
Selor dengan kegiatan penyemprotan adalah dengan pembentukan 
regu/kelompok pemberantasan ham a". (Hasil wawancara Dinas 
Pertanian, 20 15). 

Kegiatan penyemprotan m1 tidak semua kelompok tani 

menginginkannya, hal ini diketahui saat penulis melakukan wawancara 

dengan kelompok tani di lapangan. Karena menurut mereka penyemprotan 

hanya akan dilakukan apabila dinas menyediakan obat-obatan untuk 

penyemprotan, jadi semua tergantung pada pembiayaan dinas pertanian. 

Pimpinan memberikan pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan 

tugas sesuai kemampuan dan teknis penyuluh, tanpa ada syarat khusus 

Hingga saat ini pekerjaan yang dilimpahkan kepada PPL yang ada di 

Kecamatan Tanjung Selor telah dapat dilaksanakan secara maksimal dan 

tidak pernah ada penyimpangan Adapun bentuk tanggung jawab yang 

telah diberikan wewenang pekerjaan adalah dengan kewajiban membuat 

laporan hasil pelaksanaan tugas pada PPL terhadap BP2KP Kabupaten 

Bulungan. Selama ini PPL pertanian dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai koorinasi dan komunikasi kepada petani, 
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sesuai dengan target program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas 

pertanian Kabupaten Bulungan 

Pemberian arahan merupakan salah satu cara untuk dapat memotivasi 

pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan hasil yang 

memuaskan. Dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri pegawai, selalu 

diciptakan iklim atau suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif. Hal 

mt diimplementasikan dalam memberikan perintah, instruksi dan 

seJemsnya tanpa menonjolkan sikap atasan dengan bawahan. Metode 

tersebut dilakukan untuk menghindari ketegangan dan menciptakan rasa 

persahabatan atau kekeluargaan tanpa mengabaikan kewibawaan seorang 

pimpinan. Dengan demikian pegawai yang bersangkutan tidak merasa 

terintimidasi, sehingga mampu mengutarakan apa yang ada dalam 

pikirannya sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diterimanya 

Dikatakan oleh Sekretaris dinas pertanian, menyatakan bahwa ; 

"untuk memberikan dukungan kepada para pegawai agar dapat 
termotivasi dalam pekerjaannya secara bertanggung jawab melalui 
beberapa cara. Terlebih dahulu menunjukkan dedikasi diri sendiri 
dengan cara disiplin, komitmen, dan obyektif. Hal ini seorang 
pemimpin diharapkan dapat diikuti oleh stafnya. Selanjutnya 
mengadakan komunikasi dua arah, dalam artian bukan sebagai atasan 
dan bawahan". (Hasil wawancara Dinas Pertanian, 2015) 

Dalam komunikasi ini akan diketahui bagaimana motivasi stafnya, 

mengapa motivasinya cenderung rendah lalu bagaimana solusinya. Sikap 

familiar dapat menyentuh stafnya untuk mengeluarkan problem yang 

mengganjal sehingga kehilangan keseriusan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Tanpa mengadakan pendekatan sangat sulit mengetahui kinerja 
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para pegawai. Begitu pula yang diharapkan seorang p1mpman kepada 

tenaga teknis di bawahnya agar dapat menggali problem-problem yang ada 

di masyarakat dan kemudian mengolahnya untuk dapat membuat rancangan 

kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 

Kebijakan Penanganan OPT Lada. 

Dalam analisis kebijakan penanganan orgamsme pengganggu 

tanaman (OPT) !ada, suatu kebijakan tentunya ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana model pelaksanaan 

implemetasi kebijakan dari Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Faktor 

tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor

faktor tesebut menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi 

implementasi kebijakan itu sendiri. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan 

analisis kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Berikut uraian mengenai keempat 

faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain : 

a. Komunikasi 

Faktor komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian 

informasi komunikator kepada komunikan. Dalam implementasi kebijakan, 

komunikasi merupakan faktor penting karena pelaksana kebijakan hanya 

akan mengetahui cara menjalankan kebijakan tersebut apabila ada 

informasi yang jelas dari pembuat kebijakan Komunikasi dalam 

implementasi kebijakan berkaitan dengan aspek transmisi, kejelasan, dan 
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konsistensi. Terkait dcngan faktor komunikasi dalam analisis kebijakan 

penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 

sebagaimana, kebijakan dilaksanakan dengan kutipan berikut. 

"Di tingkat lapangan, Dinas Pertanian pada awalnya melakukan 
sosialisasi, baik kepada Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan 
Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Bulungan, dan juga 
kepada masyarakat (petani) yang berkeinginan bertani jenis 
tanaman komoditi perkebunan dengan jenis tanaman !ada. 
Dengan pengembangan pembangunan perkebunan rakyat, 
petani memenuhi syarat yang harus dipenuhi antara lain ; harus 
memiliki lahan petani, domisili (KTP), dan memiliki kelompok 
tani" (Hasil Wawancara Bapak kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Bulungan, 2015). 

Komunikasi yang dilaksanakaan dalam pelaksanaan kebijakan 

penanganan OPT di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 

kembali diungkapkan oleh Kepala Dinas Dinas Pertanian sebagaimana 

kutipan wawancara berikut 

"Bagi petani yang memiliki lahan harus c/eand and clear, 
artinya lahan tersebut bersih dan tidak ada sengketa lahan serta 
bersertifikat yang merupakan hak milik, sesuai dengan batas 
wilayah desa dan kecamatan yang sesuai dengan domisili tempat 
tinggal (KTP) dimana mereka membentuk kelompok tani, 
sehingga memiliki unit kerja, organisasi di masyarakat yang 
dapat pembinaan dari instasi teknis terkait." (Hasil Wawancara 
Dinas Pertanian, 2015) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang 

terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik. Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada petani dan 

tenaga penyuluh (PPL) dari Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan 

Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Bulungan, serta kepada masyarakat 

di Kecamatan Tanjung Selor. Melalui sosialisasi tersebut terjadi transmisi 

atau penyaluran komunikasi terkait dengan kebijakan penanganan OPT 
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!ada di Kecamatan Tanjung Selor. Dari segi kejelasan, seharusnya 

sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian sudah dapat menjamin 

kejelasan informasi yang diterima oleh tenaga penyuluh lapangan dari 

BP2KP atas kebijakan tersebut. Untuk memastikan bahwa masyarakat 

memahami aturan yang disosialisasikan dalam kebijakan penanganan OPT 

!ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan Pendamping tersebut berperan sangat penting dalam proses 

komunikasi, sesuai dengan kutipan wawancara berikut. 

"Pada tahun 2015 ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pertanian Kabupaten Bulungan masih serupa dengan kegiatan tahun 
sebelumnya. Sedangkan mengenai kebijakan penanganan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) !ada di Kecamatan Tanjung Selor adalah 
pada prinsipnya penanganan OPT lada di Kecamatan Tanjung selor 
dengan memberikan bantuan pupuk dan obat- obatan tanaman (sarana 
dan prasarana) serta memantau perkembangan melalui tenaga PPL". 
(Hasil wawancara Dinas Pertanian, 20 I 5) 

Hal ini senada dengan sekretaris, sesuai dengan kutipan wawancara 

bahwa • 

"Pada dasarnya kebijakan penanganan OPT yang menangani adalah 
instansi teknis yang terkait seperti kita dinas pertanian Kabupaten 
Bulungan tetapi dengan bantuan dari dinas lain di lapangan, dengan 
adanya tenaga lapangan (PPL) dari Badan Pelaksanaan Penyuluhan 
dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Bulunganyang 
memfasilitasi kepada masyarakat atau para petani khususnya petani 
!ada di kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ini" 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peran pendamping sangat besar 

dalam memberikan arahan kepada masyarakat guna memastikan kejelasan 

dan konsistens dari informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh 

karena itulah ada pendidikan dan pelatihan yang harus di programkan pada 

BP2KP sebagai Petugas penyuluh lapangan (PPL ). Berdasarkan uraian 
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mengenai aspek komunikasi di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi 

dengan transmisi yang baik, jelas, dan konsisten telah menjadi faktor 

pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan OPT lada di 

Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab pelaksanaan 

kebijakan mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara 

efekti( maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan berjalan efektif Begitu 

pula sebaliknya, jika para personil yang bertanggung jawab melaksanakan 

kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan 

secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. 

Faktor sumber daya terdiri dari aspek sta( pelaksana lapangan, atau street

level bureaucrats, informasi yang dapat hal ini diartikan sebagai informasi 

yang dipahami oleh pelaksana lapangan, wewenang, serta fasilitas. 

Berkaitan dengan aspek staf yang dimiliki din as pertanian, 4 (em pat) 

bidang dan sekretariatan sehingga masing-masing bidang memiliki 

program dan kegiatan yang menjadi prioritas, pada bidang bina 

perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan OPT, yang di tugas 

dan fungsinya pada seksi perlindungan tanaman perkebunan sehingga dapat 

membantu pelaksanaan program atau kegiatan di bidang bina perkebunan 

pada dinas pertanian Kabupaten Bulungan. Kebijakan dinas pertanian 

Kabupaten Bulungan dalam meningkatakan kemampuan dan ketrampilan 

sumber daya staf (pegawai) diperlukan pendiikan dan pelatihan penanganan 
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OPT atau dalam konteks yang relevan. Hal ini peran p1mpman dalam 

mengarahkan pegawai/stafnya seum dengan kutipan-kutipan wawancara 

bahwa: 

"bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi, dan keahl iannya". (Hasil 
wawancara kepala dinas pertanian Kabupaten Bulungan, 20 15). 

Senada dengan pendapat kepala bidang bina perkebunan, peranan 

pimpinandalam mengarahkan pegawai/stafnya bahwa : 

"bekerja sesuai tupoksi, keahliannya dan peranannya sangat penting 
dalam menjalankan kegiatannya".(Hasil wawancara Kepala Bidang 
Bina Perkebunan Dinas Pertanian, 2015) 

Selanjutnya ditambahkan oleh sekretaris dinas pertanian, 

sebagaimana peran pimpinan adalah sebagai berikut : 

"selalu mendorong bawahan agar proaktif membantu petani !ada, 
menyediakan sarana pendukung dan pendanaan kegiatan melalui 
operasional/pengawasan petugas pelaksana teknis". (Hasil 
wawancara Sekretaris Din as Pertanian, 2015) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa PPL yang 

berperan sebagai street-level bureaucrats dalam implementasi kebijakan 

penanganan OPT Lada sudah diberikan pelatihan pada Badan Pelaksanaan 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ((BP2KP) Dengan demikian, tentu 

dapat diasumsikan bahwa PPL di Kecamatan Tanjung selor telah memiliki 

informasi dan pemahaman yang baik terkait dengan penanganan OPT Lada. 

Untuk itu, aspek informasi juga dapat dikatakan baik melalui tenaga 

punyuluh yang merupakan sumber daya Namun demikian, dapat terjadi 

kegagalan di tingkat kelompok sasaran, yaitu petani yang dibina oleh Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan. 
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c. Disposisi atau Sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian ~ 

bagian isi dari kebijakan maka akan melaksanakan tetapi jika pandangan 

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan 

mengalami banyak masalah Tiga bentuk sikap/respon implementor 

terhadap kebijakan antara lain ; 

1) Kesadaran pelaksana ; 

2) Petunjuk arahan pelaksana untuk merespon progt am kearah 

penerimaan atau penolakan, dan 

3) Intensitas dari respon tersebut. 

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program 

namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program 

secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga 

secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program dan 

kegiatan Hal ini, kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamtanan Tanjung 

Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dalam program kegiatan 

penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor, sudah sesuai yang 

diharapkan Hasil kutipan ~ kutipan wawancara dari Kepala Dinas 

Pertanian bahwa ; 

"Hanya sebagian saja, karena tidak semua usulan dalam program 
/kegiatan penanganan OPT !ada di kecamtan Tanjung Selor terpenuhi 
dari beberapa desa yang ada sehingga program kegiatan yang berskala 
penontas saja yang telah adanya usulan I laporan dari 
masyarakat/kelompok tani". (Hasil wawancara Kepala Dinas 
Pertanian, 2015) 
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Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan 

dalam mencapai sasaran program I kegiatan penanganan OPT !ada di 

Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Hal 

ini, oleh sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten dari kutipannya sebagai 

berikut; 

"Dukungan atau motivasi dalam melaksanakan program!kegiatan 
penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas 
Pertanian Kabupaten Bulungan, harus maksimal, antusias kirnerja 
sesuai laporan berkala". (Hasil wawancara Sekretaris Dinas Pertanian, 
2015) 

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program 

dan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien Wujud dari 

dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi perioritas 

program, penempatan pelaksana dengan orang - orang yang mendukung 

program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin 

dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang 

cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar 

mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan 

penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 

d Struktur Biroktasi 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan merupakan instansi teknis 

pemerintah daerah, yang salah satu program I kegiatan dalam pelaksanaan 

penanganan OPT lada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 

Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan ari struktur 

birokrasi Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola 
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- pola hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. Hal kebijakan, hasil laporan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan mengenai penanganan OPT !ada di 

kecamatan Tanjung Selor, oleh Kepa1a Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan bahwa ; 

"Untuk sementara tahun 2015 pelimpahan wewenang dari 
Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara". (Hasil wawancara Kepala 
Dinas Pertanian, 20 15). 

Selanjutnya pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan 

penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan, pada pendelegasian. Menurut Sekretaris Dinas 

Pertanian dari hasil kutipan bahwa; 

"Pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan penanganan 
OPT lada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Bulungan, ini secara otomatis sesuai dengan tugas dan 
fungsi di dalam struktural organisasi pemerintahan". (Hasil wawancara 
Sekretaris Dinas Pertanian, 20 15). 

Dari hasil kutipan tersebut pelimpahan wewenang pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan, tiak ada syarat khusus dalam pelimpahan 

wewenang, hal ini secara otomatis sesuai engan tugas an fungsi pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan. 
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C. Pembahasan 

1. Kebijakan Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan 

Implementasi 

Pengertian kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan 

dengan tujuan - tujuan tertentu, nilai - nilai tertentu, dan praktek -

praktek tertentu ( a prr~jected program qf goals, values, and practices) 

oleh D. Laswell dan Abraham Kaplan Senada dengan definisi ini, George 

C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008; 10) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai "suatu tindakan pemerintah yang 

berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau 

tujuan". 

Kebijakan penanganan OPT lada di Kecamatan Tanjung Selor pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemberian pupuk dan penyediakan obat - obatan pertanian untuk 

petani lada; 

b) Bintek pelaksanaan penyemprotan bahan kimia (pestisida). 

c) Penentuan para petani lada, yang bisa mendapat binaan Dinas 

Pertanian. 

Kebijakan dinas pertanian Kabupaten Bulungan tersebut melalui 

pemberian pupuk dan obat - obatan bagi para petani lada di Kecamatan 

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Mengingat keterbatasan anggaran 

yang tersedia maka hanya diberikan kepada petani !ada di Kecamatan 
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Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Bagi yang memenuhi syarat - syarat 

sebagai berikut : 

1) Memiliki lahan garapan/milik yang tiak bersengketa dan diketahui 

Kades dan Camat setempat. 

2) Memiliki Kelompok Tani. 

3) Adanya kesungguhan petani 

Dalam pelaksanaan penanganan OPT lada menurut peneliti kurang 

tepat sehingga menimbulkan beberapa faktor penyebab kerusakan antara 

lain: 

a) Lingkungan, dengan penggunaan pupuk dan obat - obatan dapat 

merusak tingkat kesuburan tanah sehingga tanah menjadi kurang 

produktif Penggunaan pupuk dengan cara berlebihan dapat merusak 

pertumbuhan tanaman. Tanaman tumbuh menjadi kerdil akibat 

penggunaan pupuk yang tidak sesuai aturan penggunaannya. 

Sedangkan dalam pemakaian obat - obatan yang mengadung bahan 

kimia dapat merusak tingkat kesuburan tanah, selain itu juga dapat 

menggaggu kesehatan bagi manusia atau si petani itu sendiri. 

b) Sosial, dimana para petani menjadi manja dengan bantuan dari Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan, hal ini karena adanya pengadaan 

pupuk dan obat - obatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 

dalam pelaksanaan penanganan OPT lada di Kecamatan Tanjung 

Selor Kabupaten Bulungan Akibat kebijakan tersebut berdampak 

buruk bagi para petani dalam sikap. Sehingga sikap petani lada 

menjadi kurang mandiri dan kurang kreatif 
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c) Adanya kecemburuan so sial bagi pet ani I ada yang tidak memenuhi 

syarat untuk dapat dibina oleh Dinas Pertanian. 

Dalam mengatasi hal tersebut diatas menurut peneliti sebaiknya 

kebijakan penanganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan penggunaan pupuk 

dan obat - obatan kepada petani harus memperhatikan faktor lingkungan 

yang bersih jauh dari pencemaran lingkungan dan sosialisasi aturan 

pemakaiannya, serta menumbuhkan kemandirian petani lada agar tidak 

ketergantungan, dengan jalan membentuk kelembagaan seperti koperasi 

yang menyediakan peralatan dan perlengkapan pertanian. 

Kebijakan penanganan OPT lada di Kecamatan Tanjung Selor pada 

Dinas Pertanian, menurut peneliti pelaksanaan kebijakan harus sebagai 

suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan 

Oleh karena itu, suatu kebijakan seharusnya memuat 3 (tiga) elemen 

yaitu; 

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan; 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara 

nyata dari taktik atau strategi. 

Kebijakan penanganan OPT lada, dalam taktik dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan elemen 

identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, kebijakan tersebut mengetahui 

gejala yang terjadi, sehingga langkah yang diambil dapat lebih tepat. 
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Dengan mengetahui jenis gejala kebijakan selanjutnya apa yang akan 

dilaksanakan dan dengan metode apa, agar kebijakan tersebut sesuai yang 

diharapkan. Selanjutnya kebijakan penanganan OPT dapat sebagai 

referensi untuk dapat direkomendasikan sebagai tindaklanjut 

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan 

dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap 

dampak dari pelaksanaan keputusan terhadap orang-orang banyak yang 

menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan 

sebuah alat instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. 

Sebagaimana disampaikan oleh Riant Nugroho agar pemerintah bisa 

meletakan "kebijakan publik" sebagai "manajemen pencapaian tujuan 

nasional". Selain itu dapat kita simpulkan bahwa "Kebijakan publik 

mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan 

untuk mencapai tujuan nasional dan Kebijakan publik mudah diukur 

karena ukurannya jelas yakni sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita 

sudah ditempuh". 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebijakan yang diambil dinas 

pertanian dalam penanganan OPT !ada untuk tahun 2015 adalah sama 

sebagaimana tahun - tahun sebelumnya Tidak ada suatu terobosan baru 

untuk membuat kebun induk !ada untuk mengetahui apa saja organisme 

pengganggu tanaman !ada dan mencoba mencari tahu bagaimana teknik

teknik penanganannya selain dengan pestisida. Dengan pembangunan 

kebun induk !ada, selain pembangunan yang akan didapatkan oleh tenaga 

teknis pertanian, untuk para petani sendiri diharapkan dapat mampu untuk 
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belajar mandiri dengan melihat langsung bagaimana penanganan OPT 

!ada sebaiknya. Jadi bukan hanya pembelajaran dan pemberdayaan petani 

!ada binaan dinas pertanian saja yang dapat mengambil manfaat dan 

belajar teknik- teknik penanganan OPT !ada tapi juga petani !ada lainnya 

sehingga dapat diharapkan dari waktu ke waktu jumlah petani !ada yang 

dibina akan terus bertambah dan tidak ada kecemburuan sosial di 

masyarakat luas. 

Melalui penyemprotan dengan pestisida secara terus menerus akan 

membuat tanah menjadi tidak subur, dan dapat berakibat memunculkan 

hama baru yang lebih resisten. Sebagaimana diketahui untuk wilayah 

wilayah Kalimantan tanahnya tidak dapat meregenerasikan dirinya karena 

tidak adanya abu vulkanik seperti yang terjadi di daerah Jawa yang 

memiliki gunung merapi. Letusan gunung merapi ini secara alamiah dapat 

memperbaiki struktur tanah yang akan mengakibatkan tanah menjadi 

subur kembali. Unsur hara yang di bawa oleh abu vulkanik sangat 

bermanfaat dalam meregenerasi tanah. 

Kebijakan penggunaan pestisida, membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit sehingga menyebabkan tidak semua petani lada yang dapat 

terayomi, hal ini menyebabkan kecumburuan sosial yang nantinya akan 

memicu konflik masyarakat dengan pemerintah Pelaksanaan sosialisasi 

kepada petani OPT !ada diperlukan untuk menggali informasi sebagai 

tahap awal bagi pembuat kebijakan publik dalam merumuskan masalah 

dan menempatkannya dalam agenda kebijakan Langkah selanjutnya 

disampaikan dalam banyak alternatif kebijakan yang dibuat dan 
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ditawarkan, kemudian dipilih yang mungkin terbaik dan mencan 

dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif 

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan 

telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan. Maka 

barulah kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun unit kerja pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan 

dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana 

kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat. Jadi kebijakan ini tetap harus dikoreksi sebelum 

dilanjutkan untuk dilaksanakan. 

Hubungan antara Kebijakan Publik dengan Kepentingan Publik 

adalah adanya nilai-nilai masyarakat (kepentingan publik) : masih banyak 

petani !ada yang belum sejahtera karena pendapatan penghasilan yang 

tidak mencukupi kebutuhan hidupnya untuk itu diperlukan adanya 

kebijakan publik untuk dapat menjalankan perbaikan penghasilan para 

pet ani. 

Terkadang tanpa disadari bahwa peran masyarakat sangat penting 

bagi perumusan kebijakan publik. Karena masyarakatlah yang lebih tahu, 

apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka dalam kehidupan 

sehari-hari. Bila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan 

publik, maka akan muncul dampak negatif yang dapat merugikan 

masyarakat untuk itu diperlukan hal - hal sebagai berikut : 

1 ). Perumusan kebijakan publik didaerah yang dapat mengakomodir 

keinginan masyarakat. 
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2) Kebijakan publik itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. 

3). Kebijakan publik harus dapat sejalan atau bahkan tiak bertentangan 

dengan nilai-nila budaya masyarakat 

Sebagai mana Peraturan Menteri Pertanian Nom or 

1 0/Permentan/OT.140/l/2013 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan 

Kebun Induk Lada, yang bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan 

pembangunan kebun induk dan kebun entres !ada. Diharapkan dapat 

menjadi solusi dan contoh pembelajaran bagi petani lada. Dengan 

pembangunan kebun induk !ada diharapkan masyarakat dapat belajar 

mulai dari bagaimana syarat hidup tanaman !ada hingga pemanenen yang 

benar Agar diperoleh kualitas !ada yang bermutu tinggi di pasaran 

nasional dan internasional. 

Disinilah diperlukannya peranan pemtmpm dalam membuat 

kebijakan publik, pemimpin mempunyai tugas pokok memastikan 

perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya das sein mendekati 

das sol/en. Demikian pula dalam implementasi dan evaluasi. Untuk itulah 

pemimpin dipilih, seorang pemimpin harus mempunyai berbagai karakter 

tidak asal manusia dan tidak asal super 

Kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada 

partisipasi dari masyarakat. Perlu kita sadari bahwa setelah kebijakan 

publik terbentuk senng kali kebijakan publik yang terdapat dalam 

masyarakat tidak sesua1 dengan harapan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka 
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kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diharapkan 

sesuai dengan dasar negara pancasila dan UUD 1945, tidak menyimpang 

dengan peraturan undang - undang, dan selalu berpihak kepada 

kepentingan masyarakat 

Dampak positif dari Partisipasi masyarakat dalam perumusan 

kebijakan publik antara lain : 

a. Masyarakat akan turut merasa bertanggung-jawab terhadap berbagai 

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, 

karena mereka rnerasa terlibat dalam perumusannya. 

b. Mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam 

merealisasikan berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan. 

c Mendorong pihak eksekutif dan legislatif daerah yaitu Pemerintah 

Daerah dan DPRD untuk bersikap terbuka, dalam arti bersedia 

mewadahi, memfasilitasi, mau mendengar, menampung dan 

merumuskan berbagai masukan dari masyarakat dalam perumusan 

berbagai kebijakan publik di daerah 

d Berbagai rumusan kebijakan publik di daerah akan sesua1 dengan 

asp1rasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam 

pelaksanaannya akan mendapat dukungan positif dari masyarakat 

Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

diupayakan mendapatkan dukungan masyarakat. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan OPT. 

Penerapan, imp1ementasi kebijakan penanganan OPT !ada di 

Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 
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belum dapat dikategorikan berhasil Hal ini dapat terjadi karena 

banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

tersebut. Pendekatan dalam menganalisis implementasi kebijakan 

penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 

Bulungan dengan menggunakan teori George C Edwards III, yang 

menyatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan 

sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan 

dapat berhasil Berdasarkan konsep yang dikemukakan tersebut, dapat 

diidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan_ 

Faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan 

karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan penanganan OPT Lada di Kecamatan 

Tanjung Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan adalah 

komunikasi dan disposisi Komunikasi dalam implementasi kebijakan 

penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan baik_ Transmisi dalam proses 

komunikasi cukup jelas dan konsisten Pola komunikasi dalam 

implementasi kebijakan penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung 

Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dimulai dengan 

sosialisasi oleh PPL dari Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor, kemudian juga kepada 

para petani di Kecamatan Tanjung Selor. Dalam pelaksanaan penanganan 
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OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya 

BP2KP juga menyediakan PPL guna menjamin agar petani !ada benar

benar memahami pelaksanaan penanganan OPT Lada di Kecamatan 

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 

Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat 

faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, 

komunikasi, dan disposisi (Edward Ill, 1980) Keempat faktor tersebut 

berkaitan untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan Disposisi 

juga merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bulungan. 

Disposisi terkait dengan pengangkatan pejabat teknis pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan dalam lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Bulungan sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan No. 10 

Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Bulungan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah, salah satunya Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan memprogramkan kegiatan peningkatan produksi, prouktivitas 

dan mutu produk perkebunan, yang salah satunya mendukung 

keberhasilan penanganan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor 

Kabupaten Bulungan Faktor yang menjadi penghambat bagi 

implementasi kebijakan penanganan OPT Lada adalah faktor sumber daya 

dan struktur organisasi. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, 
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keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber- sumber terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 

program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta kurangnya 

fasilitas - fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia 

yang tidak memadai secara kualitas dan kuantitas tidak dapat 

dilaksanakannya program secara sempurna, misalnya dengan jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan skill, kemampuan para pelaksana untuk melakukan 

program. 

Faktor lainnya yang juga masih menjadi penghambat dalam 

implementasi kebijakan penangan OPT Lada di Kecamatan Tanjung Selor 

pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan adalah struktur birokrasi. 

Aspek struktur birokrasi yang menjadi penghambat adalah tidak adanya 

Standard Operasi Pelayanan (SOP) dan pembagian tanggungjawab. 

Standard Operasi Pelayanan diharapkan sebagai rangkaian instruksi kerja 

tertulis mengena1 proses penyelenggaraan administrasi orgamsas1, 

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh s1apa yang 

melakukan SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan dapat digunakan 

sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur 

kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam 
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implementasinya, SOP program kegiatan penanganan OPT Lada di 

Kecamatan Tanjung Selor pada Dinas Pertanian Kabupaten Bu1unganm 

belum jelas tata waktunya, seingga dapat menghambat proses kegiatan 

penangan OPT. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan ura1an hasil dan pembahasan penelitian, dapat di 

kemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. A Kebijakan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)) 

Lada di Kecamatan Tanjung Selor oleh Dinas Pertanian Kabupaten 

Bulungan, adalah sebagai berikut • 

1. Pemberian pupuk dan penyediakan obat - obatan pertanian 

untuk petani !ada; 

11. Bintek pelaksanaan penyemprotan bahan kimia (pestisida). 

111. Binaan yang dilakukan Dinas Pertanian hanya ditujukan kepada 

petani yang memiliki syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh 

Dinas Pertanian. 

B Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan perumusan 

kebijakan publik, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut • 

1. Pemberian pupuk dan penyediakan obat - obatan pertanian 

untuk petani !ada; 

11. Bintek pelaksanaan penyemprotan bahan kimia (pestisida). 

III. Penentuan para petani !ada, yang bisa mendapat binaan Dinas 

Pertanian. 
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2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan OPT lada pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung adalah adanya komunikasi dan disposisi yang 

jelas dalam melaksanakan tugas baik kepada staf teknis yang berada 

di Dinas Pertanian maupun staf teknis lapangan (PPL) yang berada 

di bawah binaan Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Bulungan. 

b. Faktor penghambat penanganan OPT !ada antara lain kualitas 

sumber daya manus1a yang kurang berkompetensi dalam 

pelaksanaan program (belum adanya SOP) serta kurangnya 

fasilitas-fasilitas pendukung dalam melakukan program kegiatan 

seperti pendanaan, sarana dan prasarana. 

C. Saran 

Berdasarkan ura1an kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan 

saran-saran sebagai berikut : 

I. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 

dalam penanganan OPT !ada selayaknya dapat memperhatikan : 

a. Lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat petani !ada 

set em pat 

b. Mengedepankan asp1ras1 masyarakat petani !ada agar dapat 

berperan aktif dalam penanganan OPT lada sehingga 

pemberdayaan petani !ada dapat ditingkatkan 

c. Membangun kebun induk lada yang dapat igunakan sebagai media 

dalam proses pembelajaran dalam penanganan OPT !ada bagi staf 
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teknis dan dapat menjadi kebun contoh serta pengadaan bibit !ada 

yang berkualitas bagi para petani !ada yang ada di Kabupaten 

Bulungan. 

2. Usaha yang dapat dilakukan untuk menaggulangi faktor penghambat 

kebijakan dalam penanganan OPT lada adalah : 

a. Membuat Standar Operasional Pelayananan (SOP) agar prosedur 

dan sistem kerja penanganan OPT memiliki tata waktu dan arah 

yang jelas. 

b. Tenaga teknis lapangan (PPL) diharapkan dapat bergerak aktif 

untuk dapat menggali permasalahan OPT lada petani di lapangan 

dan jangan hanya menunggu laporan petani tersebut. 

c. Adanya komunikasi yang intensif antara tenaga teknis dan pembuat 

kebijakan agar dapat dirumuskan suatu kebijakan yang lebih 

berdaya, guna dan tepat guna dalam penanganan OPT lada. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan : 

Nama 

Jenis Kelamin 

Jabatan 

Alamat 

Pertanyaan-pertanyaan 

1. Bagaimanakah Kebijakan Penanganan Organisme Pegganggu Tanaman 
Lada di Dinas Petanian Kabupaten Bulungan di lokasi kecamatan Tanjung 
Selor'~ 

2 Apakah ada metode dalam pelaksanaan OPT Lada dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut di lokasi kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten 
Bulungan'~ 

3 Apakah kegiatan Sosialisasi dan pelatihan penanganan OPT Lada dapat 
meningkatkan pendapatan bagi petani !ada di Kecamatan Tanjung Selor'~ 

4. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan para petani Lada 
selain Sosialisasi dan pelatihan penanganan OPT lada'~ 

5. Apakah ada peningkatan pendapatan yang signifikan bagi para petani !ada 
dalam penaganan OPT !ada di Kecamatan Tanjung Selor 

6. Bagaimanakah mekanisme metode penanganan OPT Lada di Kecamatan 
Tanjung Selor oleh Dinas Pertanian ? 

7 Apakah Program kegiatan penanganan OPT !ada di Dinas Pertanian 
Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para 
petani !ada di kecamatan Tanjung Selor'~ 

8. Dalam pengisian syarat para petani !ada, kreteria apa saja yang dibutuhkan 
agar mendapat binaan dari Dinas Pertanian'~ 

9 Bagaimanakah peran pimpinan (atasan) dalam mengarahkan pegawai I staf 
untuk meningkatkan kernerja? 

10. Apakah pelimpahan wewenang kepada Bidang pelaksanaan kegiatan 
penanganan OPT !ada sudah didelegasikan dengan jelas? 
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11. Pernahkah pimpinan tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada 
bidang dalam pelaksanaan tugas khususnya menangani OPT Lada di 
kecamatan Tanjung Selor? 

12. Adakah syarat khusus dalam pelimpahan wewenang tersebut? 

13. Bagaimanakah hasil laporan penanganan OPT I ada khususnya di 
kecamatan Tanjung Selor, kebijakan dan prosedur selanjutnya 
dipertanggung jawabkan oleh Dinas Pertanian? 

14 Bagaimanakah motivasi Bidang I stafpelaksana yang menangani OPT !ada 
di kecamatan Tanjung Selor? 

15. Bagaimanakah hasil yang dicapai oleh Bidang I tenaga pelaksana yang 
menangani OPT lada di kecamatan Tanjung Selor? 

16. Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
Bidang/tenaga teknis dan faktor lingkungan 
di Kecamatan Tanjung Selor? 

pendukung kinerja tugas 
dalam menangani OPT !ada 
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Lampiran I 

I 
Kabid. Bina Peternakan 

J 

Seksi Budidaya dan 

- Pengembangan 

Seksi Kesehatan, Pasca 

..... Panen dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERTANlAN 

KABUPATEN BULUNGAN 

Kepala Dinas Pcrtanian 

Kabupatcn Bulungan 
--

I 

l_ 
Kelompok Fungsional 

Kasubag Perencanaan 

& Keuangan 

I 
Kabid. Bina Perkebunan Kabid. Bina Tanaman 

Pangan 

I I 

t-- Seksi Prouksi Perkebunan Seksi Produksi Tanaman 

- Pangan 

I--
Seksi PUP 

Sekretaris 

I 

1-

Seksi Perlindungan Seksi Sumber aya an Bina -- - Usaha Tanaman Perkebunan 

I 
Kasubag Umum & 

Kepegawaian 

I 
Kabid. Bina Hortikultura 

I 

Seksi Pengembangan 

Hortikultura an Pembenihan 

Seksi Pascapanen an Bina 

Usaha 
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Lampiran 2. Kerangka Acuan Data Penelitian 

Dimcnsi Parameter 
Jenis Data & Teknik Analisis 

Variabel lndikator 
Unit Analisis Data Data 

Sumber Daya Staf Kcrangnya (jumlah) dan - Jumlah stafyang ada - Data primer Deskriptif 

kurangnya kualifikasi - Jumlah kualifikasi -yang - Data sckunder kualitatif: 

(kemampuan dan dimiliki - reduksi data 

ketcrampilan) - pcnyajian data, 

lnfonnasi Segala kcterangan dalam - vcrifikasi data 

bcntuk tulisan atau pesan, - tersediaan informasi 

pedoman, petlllljuk dan - jenis informasi 

tata cara pclaksanaan 

Wcwcnang Kcwenangan karena - w1tuk kewenangan yang 

kcscsuain program dcngan dimiliki 

lcmbaga pelaksana - jenis ke\venangan ::,.ang 

kebijakan. 
dilaksanakan 

Fasilitas , Fasilitas bergcrak - Ketcrscdiaan fasilitas 

F asilitas tidak bcrgcrak - Jumlah dan jcnis fasilitas 
yang ada 

Komunikasi Transmisi/ Pcmbuat kcbijakan dan - Proses pcnyampaian - Data primer Deskriptif 
pcnyampa1an pclaksana kcbijakan komunikasi - Data sckundcr kualitatif: 

komunikas1 Pclaksana kcbijakan dan - Bcntuk pcnyampaian - rcduksi data ! 

pctani !ada komunikasi 
penyajian data, -

_I - ·-
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Kcjclasan Struktur organisasi - Pcmbagian bidang -bidang - vcrifikasi data 
Pcmbagian kewenangan kerja Dinas Pertanian 

Hubungan antar Bidang - - Pembagian tugas dan 

bidang dalam organisasi 
tanggungjawab 

- Pola hubungan organisasi 
yang bersangkutan yang ada 
Hubungan organisasi 

dengan organisasi luar 

(BP2KP dan kelompok 

tani). 

Disposisi I Pcngangkat:m Pcnempatan staf-staf - Bentuk dukungan dalam - Data primer Deskriptif 

Sikap birokrasi pcndukung kebijakan pclaksanaan kebijakan - Data sckunder kualitatif: 
- Dampak dari pcnempatan - reduksi data 

staf-staf pendukung 
- penyajian data, 

kebijakan 
- verifikasi data 

lnscnti f A lokasi Anggaran - Keterscdiaan anggaran 

Strutural SOP (Standard Pedoman baku tentang - Ketersediaan SOP - Data primer Deskriptif 

Birokrasi Operolionai proscdur tata cara - Bentuk SOP - Data sckunder kualitatif: 
Jimcedure) pclaksanaan kcbij akan - reduksi data 

masing-masing clcmcn - penyajian data, 
organisasi (Bidang kcrja) - vcrifikasi data 

-

42602.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



F ragmen tasi Struktur organisasi - Pembagian bidang-bidang 

Pcmbagian kewcnangan kerja 

Hubungan antar organisasi - Pembagian tugas dan 

pemerintah daerah pada tanggungjawab 

instansi teknis terkait 
- Pola hubungan organisasi 

Hubungan organisasi 
yang ada 

dcngan organisasi luar 

(BP2KP dan Petani Lada) 
----·--
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Lampiran 3 
LAMPIRAN FOTO 

Foto saat wawancara dengan Kepala dinas pertanian Kabupaten Bulungan 
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Wawancara dan penyerahan bantuan bagi petani, tindakan penanganan OPT !ada 
di desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
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